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KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR . 260/ I¥,51/HE/2013

TENTANG

PENETAPAN PRJABAT PENG ELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan,
dikalola, dikirim dan/atau diterimz oleh Badan -.Publik sebagai
eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

disirngan,
lembizes

bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pert

didukung dokumen yanpg lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai
sarana pelayanan informasi; ‘

bahwa pelayananan informasi dz2n dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kol

Bandar Larmpung agar bardaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara
optimal:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .
huru! b dan huref ¢, oerlu ditetapkan Pejabaf Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Oaerah di lingkungan pPemerintah Kata Bandar Lampung, yani
ditetapkan dengan Kepulusan‘Walikota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1859 tentang Renetapan Undany-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonmaia Takurin
1956 Nomor 535, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 {Lembaran
Negara Republk indonasia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang
Darurat Nomor & Tahun 1956 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomgor $7) tentang Pembentukan Daerah Tingkat' !l termasuk Kotapraja
dalam Ungkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan Sebagai Undanp-Undany
(l_embzron egara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1R21);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahans Daerah
{Lembaran tegara Republik Indanesia Tahun 2004 Nomor 125, Yambazahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tohun 200&
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomotr 59, Tambahan
Lembaran Megara neoublik Indonesia Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi * ublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor G1, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4846)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lermbaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2007 KNomor

349,
Tambahan Lamizeran Ne;ga}a Republik Indonesia Nomor 4741);
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Menetapkan
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10.

11.

12.

wwrirtzh Momer 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-
i4 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
» fepudlik indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan
zpubliz Indanesia Nomor 5149);

’

Peraturan

28/PER/ M i

r

< Dan Informatika Nomo!
/0972006 tentang Pengguneaan Nama Domain go.id untuk

Situs Wen fane Dnpreciniah Py

at dan Daerah;

Peraturan & T ¥omunikash Dan Informatika Nomor
28/PER/ M. KOHA NFO/

L /0772010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Di tingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

=)

Peraturan tentari Dalamy Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Fublik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010

tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa 'nformasi Publik;

Peraturan Cacrah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentanp Urusan

Pemerintahan ¥ota Bandar Lampung;

Peraturan laecrab  Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan 7

fata Kerjy Dinas Daerah Kota Bandar Lampung Sebagaimans

telah diubah kedua kalinva, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
03 Tahun 2011

. Peraturan Waiikcta Kota Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian

Informasi Pubiik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

i

Menetapkan Paojabatl Pengeicla Informasi dan Dokumentasi Daerah di lingku: gan

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia dan bagan struktur’

sebagaimana tercantum dalarn Lampiran | dan 1l Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Bandar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri.dari :

3
a.

Pejabat Pengelola informast dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandar
Lampung (PPID PEMKOT);

Pejabat Pengelcla Inforinasi dan Dokumentasl Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Bandar tampung (PPID SKPD);

Tim Pertimbangan informasi Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung (TPID
PEMKOT) ’

PPID PEMKOQT hertugas dan bertanggung jawab dalam .

Penvediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku;

Pelayanan Intormasi Pudlik yang cepatl, tepat dan sederhana melalui website

. PRI MGL Bandar Lampang;

-4
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KEEMPAT

KELIMA

KEERAM

4 Penetapsn orostdur aperasional penyebariuasan \nforma51 Publik;
t ioeenas wang Givecualikan yang telah habis Jangka Waktu
wve cebzgol informasi Publik yang dapat diakses,

‘ertulis atas setiap kebijakan vang diambil untuk
15 informasi Publik;

sakan,  rmengkoordinasikan dan mengendalikan
senpkiasifikasian  informasi, pendokum entasinn
cremas: dari PPID SKPD;

ik

e vt o

g Merencai

penguim

informas:

h, NMengpolar :
Herda s e, ba

i Melaksanos o

nigrmas: dan dokumentasi secara sistematis
~psi organisasi serta kategeri informasi

sovasi pengaduan dan penyelesaian sengketa m{ormaﬁ.

Coaxok dan tur

oublik

i, Dalam melazsniranan tugasnya PPID Utama dibantu oleh Pejabat Ffungsional

Pengeloia intormas dan Dokumentasi pemerintah Kota Bandar Lampung

(PFPID PE ‘
k. Menolak ('I‘v""““rlkc., ‘nformasi yang dikecualikan sesuai denpgan ketentuan
peraturan per ndang-undanpgan:

I Meminte danm “”(7“'0\("1 in‘ormasi dari PPID SKPD,
;

aekan nernbernian pelayanan informasi bersama dengan seluruh

atau  Pojabat Fungsional pengelola Informasi dan
ang men:adi cakupan kerjanya
n Dalam melaksarakan tugasnyod PPID pEMKOT dibantu oleh Pejabat Fungsional

pengeloia Irnicrmas dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandar Lampung
(PFPID PENOT

Dokumentas

PPID SKPD 1 bertanggung jawab dalam ¢

1. Penyediaan, gtryimpanan, oenoo»\umentaman dan pengamanan informasi;
=

2. Pelayanan informasi sesuai sturan yang berfaky;
3. Pelayanan infoommas oublik yang ¢

epal, tepat dan sederhana melalu Website
masing-maging SEPD]

4. Penelapan nfOrmast

yang Cikecualikan yang telah habis Jangka Waktu
Pengecualianmya scmgal nformmasi Publik yang dapat diakses;

S Penetapan poriimbangar tertulis atas setiap kebljak:m yang diambil untuk

memenuhi Dok Setiap 0r3ng atas informasi Publik
6. Membantu PPID FEMKOT d

alarm melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7 Menyampaikan aformas

i35+ dokumentasi kepada PPID PEMKOT secara

berkala dan sesuai kebutuhan,

8  Membuat, mengumpulkan, 5erid memelihara informasi dan dokumentasi untuk

kebutuhan cragmsasi unit kerianya,

9. Mengkonsuiiil
PEMIOT,

10. Datarn nelarsanakan

Alorriast yang dikecualikan kepa ada PP\D PEMKOT dan TPI

tupasnya PPID SKPD dibantu oleh Pejabat Fungsional

Pengelola dan Dokumentasi di masing-masing lingkup SKPD (PFPID
£ 2 3

SKPD).

TPID PEMKOT beriugas dan mempunya i fungsi dalam :

Membahas menetapkan  klasifikasi jenis informasi publik yang wajit

disediakan scecara berxaty, serta-merta dan setiap saat, serta ]cms informasi
yang dikecualinagn,
2. Membahos, menyelesaikan,

>

dan memutusxan masalah pengaduan keberata
dan sengroin iniormest berkoordinasi dengan PPID PEMKOT dan Atasan PPIO
SKrO;

3. Pengarmbilan keputusans terhadap sengketa infrrmasi;
4. Menyemp:

srnakan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini.

Kepada masing-nasing Pirapinan  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
:ah Keta Bandar Lampung untuk membentulk  dan

dilingkungan  Peerin
menetapkan P  Pangeicla Informasi dan Dokumentasi di SKPD yang meniadi
201D SKPO), sekurang kurangnya terdiri dari Atasan PPID SKPD,

tanggungjawabinye i
PPID SKPD dan SESN SVJ:D

-
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= KETUJUH Tata cara kerm Yeenoe Pongelola nformasi dan Dokumentasi Daerah i linpkup
Pemerintah ¥ata Bans: ung, adaiah sebagai berikut :
I ¥ Secars oo ke set'ap sant apabila diperiukan dapat mengadakan
: rapat i slenc maupun terbatas dalam rangka merumuskan
suatu webianar vang berkatan dengan tugas dan kewenangan PRID PEMKOT
dan PPID S¥B
2. Dapat mengundarg pihak lain yvang berkepentingan untuk hadir pada rapat,
guna  momnercien tambahan  data/informasi dan/atau masukan  yang
o diperivkai,
3 Dalam pelaksanaan tugasnya PPID PEMKOT wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya
maupun dengan 221D SHPD; .
4. Dalam melaksaznakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Bandar
Lampung rmelatu: Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
KEDELAPAN Semua biava vangz timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Xota Bandar Lampung Tahun Anggaran
. 2013 (DPA-SKPGI Uinas Komunikasi dan informatika Kota Bandar Lampung.
KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap¥an dengan ketentuan apabila
& dikemudian har terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mostinya.
5
Ditetapkan di Bandar Lampung
s ' pada tanggal : 25 PFeberuari 20173
.. ANDAR LAMPUNG,
i
Tembusan disampaikan kepada yth -
- 1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampungy:
2 Komisi informasi Provinsl Lampung ¢ Bandar Lampung; )
3 Kepain Dinas Komunikasi dan Informatike Proving Lampung di Bandar Lampung;
4 Kepala Olnas Komunikasi dan inforrmativ: Kata 2andar Larapung di Bandar Lampung;
- 5 Kepala Badan Pengelolnan Keuangan dan Asct Uz2erah Kata Bandar Lampunrg di Randar
Lampung:
(] Himpunan Keputusan.
A %}
-
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KETUJUH Tata cara kera s onformasi dan Dokumentasi Daerah ¢ Linpkun
Pemerintah Xct ng, adalah sehagai berikut :

1. % Secerz u cetizs saat. apabila diperiukan dapat mengadakan
fapagz Do v pleno maupun terbatas dalam ranpgka merurmuskan
suatu » denpan tugas dan kewenangan PRID PEMKOT
dan P21 ¢

2. Dapat me herkepentingan Untuk hadir pada rapat,
guna  meny data/informasi dan/atau  masukan yang

# diperiuvar,
Datarm aan tugasnya PPID PEMKOT wajib menerapkan prinsip
koordinasi, intcprasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya
maupun dzngan PRID SHPD;

4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Bandar
Lampung melalu: Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

KEDELAPAN Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Xota Bandar Lampung Tahun Angparan

2013 (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan informatika Kota Bandar Lampung.

KESEMBILAN

Tembusan disampaikan kepada yth -

!

WA W N

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaptan dengan ketentuan apabila

dikermmudian har terdapat kekeliruan atas keputusan ini' akan diadakan perbaikan
sebagaimana meslinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 20 Feberuari 2013

Inspektur Kota Bandar Lampung di Banaar Lampung;
Komisi informasi Provinst Lampuny cv Bandar Lampung:

Kepala Dinas Komunikasi dan tnformatika Provinst Lampung di Bandar Lampung;

Kepata Olnas Komunikasi dan Informativ s Kera Brodas Larmpung Randar Lampung,;
Kepala Badan Pengelolnan Keuangan dan Aset O3erah Keta Bandar Lampung dl Bandar

Lampung;

Himpunan Keputusan.

-4
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SN KEPUTUSAN WALIKOTA BALDAR LAMPUNG
MOMGR 260/TV, 31 /EE/2013

- Vel At 26 Februsri 2013

5USUNAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
PERILIINT AT KOTA BANDAR LAMPUNG '

N

L :
Pombina
i Atasan PPID PEMKOTY

iH TPIC PEMKOT

v PPID PEMKOT

Y PFPID PEMKQOT
3. Bidang Administrasi dan Uinurmn
Koordinator
Anggota

b. Bidang Pengelolaan Infarmas:
Koardinator

Anggota

c. Bidang Arsip dan Dorumentas,
Koordinator

Anggota ~

st dandac Lampung

o
o)

taris Caerah Keta Bandar Lampung

1. inspektur Kota Bandar Lampung

2. Asisten 8idang Pemerintahan Kota Bandar
Lampung

3. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
Kota Bandar Lampung

G

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar

Lampung

5 Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Bandar
Lampung -

¥epala Dinas Komunikdsi dan Informatika Kota

Bandar Lampung

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung,
1. Xasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Xominfo Kota Bandar Lampung

Kasubbag Keuangan Dinas Kominfo Kota Bandar
Lampung

~N

3. Kasubbag Penvusunan Program, Monitoring dan
Evaluasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung

Kabid informasi Publik Dinas Kominfo Kota Bandar
Lampung

1

i, Kasie Pengelolaan Informasi Politik, Hukuimn dan
Keamanan Dinas Kominfo Kota Bandar Larmmpung
Kasie Pengelolaan Informasi Ekonomi dan
Xesejahteraan Dinas Kominfo Kota Bandar
Ltampung

3 Xasie Penyerapan Opini Publik Dinas Kominfo
Kota Bandar Lampung

=)

Kabid Pengembangasn Komunikasi dan Informasi

Dinas Kominfo Kota C3ndar Lampung

1. ¥asie Pengembangan Komunikasi Dinas Kominfo

Kota Bandar Lampung

Kasie Pengembangan Aplikasi Teknologi -

Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota

Bandar Lampung

3. Kasie Pengembangan SODM Komunikasi dan
'nformatika Dines Kominfo Kota Bandar
LamMpuUng

i %4

-
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Vi
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»
e’ Bid ang Sengketa informa
Koordinator
Anggota

Atasan PPID SKPD

PPID SKPD

PFPID SKPD

“asie Pemberdayaan Telematika Binas Hominio
<ot Bandar Lampung
avanan Media Center Dinas Xominfa

ora Bandar Lampung

ie Pemberdayaan Pos dan'Telekcmunike

minas xeminfe Kota Bandar Lampung

Yabag Hukurn Sekretariat Kota Bandar Lampung
Kabag Hubungan Masyarakat Sekr etariat Xota
Bandar Lampung
Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat
Kota Bandar Lampung

3 Kabag Pemerintahan Sekretariat Kota Bandar

ampung

Sck etaris Inspektorat Kota Kota Banda

Lampung

inspektur, seluruh Kepala Badan/Dinas/Kantoer ¢
lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung,

Sefuruh Camat di lingkungan Pemnrmnh Kota
Bandar Lampung

PSR

Seluruh Sekretaris Inspektorat/8adan/Oinas di
lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
2. Kabag Humas Sekretariat DPRD Kota Bandar
Lamoung
Seluruh Sekcam di lmgkunpan Pemerintah Kota
Bandar Lampung - . *
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampung

Pegawai di lingkup SKPD masing-masing yang

memiliki kecakapan dalam hal:
4 Pranata Komputer

Pranata Humas

Pranata Dokumentasi dan Arsip

Tupoksi di lingkungan SKPD masing-masing

LS O W |

-



-

ATASAN PO

”mm nmdmwrmﬁ 2013

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELG A INFORMAS! DAN DOKURMENTASI DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

EE SR T LSRG
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SIONAL 21D SKPD
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FHUNMAS

PRANATA

DOK. 8& ARSIP

PEMBINA
WALIKOTA BANDAR LAMP UNG

L

ATASAN PPID UTAMA

SEKDA KOTA BANDAR LAM PUNG

TPIO PEMKOT k
i, INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG m
2 ASISTEN | SCTOA KOTA BANOAR LAMPUNG i e oo s e s,
e v R B ey 3 ASISTON I SETOA KOTA BANDAKR LAMFPUNG o s POID PEMKOT
a ASISTEN U1 SETOA KOTA BANDAR LAMBPUNG KADIS KOMINFO
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PEMERINT AH KOTA BANDAR LAMPUNG
STKRETARIAT KOTA

T, By Seaselie e 3 Teiepon 252300, 252641, 254602, 254706, Bandar Lampung - 352714

%  bandarlampungkota.go.id

Bandar Lampung, 8 November 2013

Nomor Les ALY RS Kepada Yth.

Lampirart* - 1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara I’rov.

Perihal Undangan Pengukuban it Lampung

Pemerintah Kota Bagdag fosngaiyg 2 Ketua DPRD Kota Bandar Lampung
3. Ketua Kejaksaan Negeri Kota B.Lampung
1. Ketua Pengadilan Negeri Kota B. Lampuny
5. Kepala Polresta Bandar Lampung
6 Komandan Kodim 0410 Kota B. Lampung,
7 Ketua Komisi Informasi Prov. Lampung
8  Ketua KPID Prov. Lampung
0. Ketua PWI Kota Bandar Lampuny,
’ 10. Ketua AJl Kota Bandar Lampung
11. Ketua IJT] Kota Bandar Lampung,
|2 Sckretaris DPRD Kota Bandar Lampung
13. Kepala Badan/D'mas/Kantor/Baginn di
Lingkungan Pemkot Bandar Lampung
14. Camat Se-Kota Bandar Lampung
0 Di-

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

, Sehubungan dengan pelaksanaar. Undang-Undang -Nomor 14 tahun 2008 tentang

. : Keterbukaan Informiasi Publik dah SK  Walikota No. 260/1V.31/HK/2013 tentang
Penetapan Pejabat Pengeiola Informasi dan Dokumentasi. Daerah Pemerintah Kota Bandar

Lampung, bersama int kami sampaikan undangan acara Per\gukuhan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokuneniasi Daerah Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tangga‘l : November 2013
Pukul : 08.30 s/ d selesai
Tempat ; Gedung Scemergou

Mengingat pentingaye a2 tersebut, dimohon kehadiran Saudara tanpa berwakil.

Demikian, atas purhatiar dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

BANDAR LAMPUNG
Dnernhi&om,

AWK IANMAV
L '\fgem ina Utama Madya
NIP. 19610414 198903 1 004

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Walikot Bandar Lampung (sebagai Laporan)

2. S )
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Menimbang

Mengingat

PERATURAL, /A uinOTA BANDAR LAMPUNG
NOROR: 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAANM INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGARN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

1

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKCTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa dalam rangks pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-
Undang Nomnr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, maka perlu

acanya Pedoman fengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah ¥orun

VIO Lampung.

bahwa untuk meinenuhi dimaksud huruf a3 diatas, maka perlu disusun
Pedoman Pengeiotaan nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
; \ .

Kota Bandar Lampurg cdan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Undang-lindang “omoer Undang - Undang Nemor 28 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-uindang Darurzt Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun'1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor S
Tahun 1956 (Lembatar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Repu‘blik
Indonesia Tehun 1956 Nomor S7) tentang Pembentukan Tingkat il Termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang {Le:moaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

73, Tambahan termbiaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Homor 28 Tahun 1999, tentang Penyeleng'garaan Negara

yzfng Bersih den Bobas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Mormor 3851);

Undang-Undanyg scrmor 32 Tahun 200i tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nega-n iepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembardn Negara Hepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- -

-
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~J

10.

11.

12.

K. bupaten/Ke:a

kedua xaiinys corakhbir

{fLembaran Nopare

Lembaran Mz

Undang-Unoar s “iarnos W Tahan Z0TR tentang Keterbukaan informasi Publik
Ed X

(Lembaran o nrs Fepublin ndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahon

Lembaran MNegnrn b

Indenesia Nomaor 4846);

Undang-Unde ¢ Homaor 29 Tehun 2009 tentang Pelayanan Publik {(Lembaran

Negara Rep.

tedfonesia Tahun 09 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Rept

Undang-Unuang famoer 43 Tabun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indones. Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonasia rlomor 5071);

Undang-Undang fvomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturon
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nornor 82, Tambaian Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Perneriatat Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadye Dzeran Tingkat B Tanjungkarang ~ Telukbetung (Lembaran Negara

Republik Ince

a Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomori 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama

. 6]
Kotamadya Daerah Tingkat ! Tanjungkarang - Telukbetung menjadi

Kotamadya 3acreli Tingkat 1 Bandar Ltampung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

a8z

82 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 325457

i
Feraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Fenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik indemesia Tanun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik tndior-siz fHomor 4593},

Peraturan Femering

Momor 38 Tanun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan
ttembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

~Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast” Publik
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negaca Republik Indonesia Nomor 5149);

-
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. 13. Peraturan sAoaner Komunikast » dan Informasi Nomor
» 10/PER/M KCHMINFO/CT7/2016  tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi ci Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatike;
14. Perajuran Menteri Dalam (\leger'\"ﬁiomo\' 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
’ Pengelolaan Feizvanan Infermas  dan Dokumentasi di  tingkungan
Kementerian Daiarm diegeri dan Pemerintah Daerahy;
15, Peraturan Komis: informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
. informasi Publik;
16.  Peraturan Komis: informasi Momor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan
Sengketa Informusi Publik;
17 peraturan Dacran Koia Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang
urusan Pemerir.tahan Dzerah Kota Bandar Lampung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI
¥ A DAN DOKUMERMNTASI 0Ol UINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR
s LAMPUNG
BABI
. KETENTUAN U&HUM .
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Kota adalah Kota Bandar Lampung,
b. Pemerintah Kota adalah Pemeriatah )‘fota Bandar Lampung;
: c. Walikota adalah Walikota Bandar campung;
d. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar
’ Lampung;
e. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk
memperoleh info_rmasi publik yéng dibutuhkan;
‘fA. Akuntabllitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk
_mempertanggur'\gj'awabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebljakan yang
i dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalul medla
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kiﬁer,jé secara periodik; |
. g. .Dokumen adalah data, cataten dan/atau keterangan \‘Iang dibuat dan/atau diterima oleh
; Pemerintah Xota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan \&eg\a\ﬁnn\{a, Palk tertuls &\ avas
kertas atau sarana lainnya maupun yang terekam dalam bentuk apapun yang dapat dillhat,

dibaca atau didengar;

e

-
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i tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi

Doxumentasl adalah kegiatar nenyim;

dan/atau diterima cleh Parvir i

Informasl adalah keterangar. rerh/atasn, gagatan, dan tenda-tanda yang mengandung nilai
makna, dan pesan, baik ::’:{::;, GRla, mauoun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca vang disSjikan datars Lerbapar kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunivasi secara eloktronik atau non-eiektironik;

Informast Publik adaian nfe o s an ¢ dinasitvan, dicimzoan, dikelola, diki rim, dan/atau diterima

cleh  Pemerintah Kota  Sanecn Lamnung

berkaitan dengan  penyelenggara  dan

[ , -
penyeienggara negara dq

~enyeienggara dan penyelenggara Pemerintah Kota Bandar
ampung;

Badan Publik adalah lembaga cksehuri, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penvelenggaraan negara, vang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaron pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah, atau Organicic nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah, sumbangan masya-akat, dan/atau luar negeri;

Klasifikasi adalah pengelompckan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi organisasi <erta kategoriinformasi:

Pelayanan Informasi adalah jasa vang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada

masyarakat pengguna informas.

Oattar Informasi Publik adainn ©EL2tan yang berisi keterangan secarz sistematis tentang

seluruh Informasi Publik yang berada di bawah, penguasaan Pemerintah Kots Bandar Lampung

tidéktermasukinformas?yangcikecualikan;
Pemohon Informasi Publik adefah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yoag
mengajukan permohonan Infor masi Publik;

Pengguna Informasl Publik adalah orang yang menggunakan Informasi publik;

TPID KOTA atau Tim Perumbangan Informasi Daerah Pemerintah Kota adalah organ vyang

membantu penyelesaian massisn ¥vang dihadapi oleh PPID PEMKOT dan PPID SKPD:;

PPID PEMKOT atau Pejabatl Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota adalah

pejabat yang bertanggung jawad dibidang penyimpanan, pendokumentaslan, penyediaan,

dan/atau pelayanan informasi di tingkat Pemerintah Xota dengan berkoordinasi dengan seluruh
PPID SKPD;
PFPID PEMKOT atau Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota

adalah pejabat fungsional yang ditunjur untuk membantu PPID PEMKOT dalam melaksarakan

i publik tingkat Pemerintah Kota;

PPID SKPD atau Pejabat Pengeiola Informasi dan Dokumentasi Satuan KerJa di lingkup

Pemerintah Kota adalah peiabat  yang

v

bertanggung  jawab dibidang penyiripanan,

pendokumentasuan penyediaan, dan/atau pelavanan-informasi di tingkat Satuan Kerja;

-



Dolkumentasl adalzn vy oo
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yang dibuat

o 3 r - @y o E PR
dan/atav diterima cien -

Informasi adalsh keterarnn - s

tanda-tanda yang mengandung nliai,

. . y . B AR = P . 5
makna, dan pesan, baik uile osin anun: siniziatannya yang dapat dilihat, didengar, dan

dibaca vyang disajikan dalam oocnapa vermasas dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan ke~ ui vasi secars olekironib atay non-elekironik;
Anformasi Publik adaiah 5o+ s v dihasioan o ompoan, dikelcla, dikirim, dan/atau diterima
oleh  Pemecrintah  Kota Hinoar Lampung vang  terkaitan dengan  penyelenggara  dan

[ . :
penyelenggara negara dan/as ienvelenggara dan penyelenggara Pemerintah Kota Bandar

Lampung;

Badan Publik adalah lembags eksehutf, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penveicrggaraan negara, vang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran p«

patan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah, atau crpaciois nonnemerintab scoanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran posaonaiaa dan betan:2 negara dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah, sumbangan i va-akar dan/atauw iuar negeri;

Klasifikasi adalah pengeilomperan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan

tugas vokok dan fungsi organsasi coria kategoriinformasi:
Pelayanan informasi adalan jaca vang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada

masyarakat pengguna informas-

155

Daftar Informasi Publik acaial cato-an yang berisi keterangan-secara sistematis tentang

seluruh Informasi Publik vang Lerads di bawah penguasaan Pemerintah Kotz Bandar Lampung

tidak termasuk informasi yang cikecuzlikan;
Pemohon Informasi Publik adaiah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yoag

mengajukan permohonan Informasi § ublik;

Pengguna informasi Publik adaian erang yang menggunakan informasi publik;

TPID KOTA atau Tim Pertimuandan Inforrasi Oaerah Pemerintah Kota adalah organ vyang

membantu penyelesaian masalah ying dihadapi oleh PPID PEMKOT dan PPID SKPD;

PPID PEMKOT atau Pejabat Pengeiola Informasi dan Dokumentasi Pemerlntah Kota adalah

pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau pelayanan informas:

ditingkat P

emerintah Kota dengan berkoordinasi dengan seluruh
PPID SKPOD;

PFPID PEMKOT atau Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasl Pemerintah Kuta

adalah pejabat fg:zngsional y

Hiinjuk untuk membantu PPID PEMKOT dalam melaksanakan
"tugas dan fungsi pengelolaan dan reiayanan informasi publik tingkat Pemerintah Kota:

PPID SKPD atau Pejabat Penzeiola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di lingkup

Pemerintah Kota adalah peiatal yang bortar\.ggung jawab dibidang penyimpanan,

: pendokumentasian, penyed:ans. 45, 530 velayvanar informasi di tingkat Satuan Kerja;



- U. PFPID SKPD atau Peiehat Furv¢. -~ bangeisin ~formag dan Dokumentasi Satuan Xerja di
4 lingrup Pemerintan Fote auni diuniuk yniux m.r_*.nbarj:u pPPiT SKPD
dalam melaksanakan tugas @ dan nelayanan informasi publik tingkat

- Satuar reria; _

’ ¥

BAD I
~ennSUD DAN TUTUAN
Pasal 2
P
(1) Moksud Pedoman Pengeloinn: 1o nast dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Xotd
adalah sebagai acuan bap: seusg Satuan  Kerja dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian dan pelayanan nicrmasi publik.
(2) .Tujuan Pedoman Penéelolaan tnfcrmasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota adalah :
a. Agar Satuan Kerja di Lingn: Femerintah Kota mampu menyediakan, mengumpulkan,

- mendokumentasikan dan ::‘.e}:‘r»,'arnpaikah‘ informasi tentang kegiatan dan produk unlt
kerjanya secara akurat dan sidis menyesaikan;

. b. Agar Satuan Kerja di Lingt n Pemerintah Kota mampu menyediakan, mengumpulkan,
mendokumentasikan dan micnavamnaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat
waktu; _

’ c. Masing-masing Pejabat Pengeicia Informasi dan Dokumentasi Daerah Pemerintah Kota

s mampu memberikan pelayanan informasi yang baik secara terpadu.

) \
" BAB Il i :
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pedoman Pengalola informasy aarn uoramerdas ¢ ingkungan Pemerintah Kota meliputi penjelasan
1
mengena: penyediaan, pengumpuiie anngklasifikasian, pendokumentasian, pelayanan dan
) pelaporan informasi publik di lingkungsn Pemerintah Kota.
BARB IV
HAKEKAT PELAYANAN INFORMASH PUBLIK
Pasal 4
. Pelayanan informasi P;btik pada nakenatya melipuu e
a. Pemberian pé!ayanan kepada pemchan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya
- ringan/proporsional dan cara sec.J:rzrmna;
i _b. ‘Pengecuaiian info}masi publik hersifat ketat dan terba;as;
*.- . Kewajiban Badan Publik untuk rneimnenani sistern doekumentasi dan pelayanan informasi.
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BAB VY 7
AZAT PELAYAMHAN INFORTAAS! PUBLIK ‘

Pasal 5

Pelayanan Infcrmasi Pub!i&; berazarxar

3.

. Partisipatif

Transparasi adalah bersifal oo s padal ¢an dapat i akses oleh semua pihak yang

membuuhkan dan disediakan i cenndai sera mudah di mengert

Akuntabilitas adalah dapat  Lnois

cesuai dengan  letentuan peraturan

perugdang-undangan;

Kondisional adalah sesuai dengan - ondisi dan Yemampuan pemberi maupun penerima pelayanan

dengan tetap berpegang pada prii.lil ofisiensi dan efektivitas;

adalah mendoréng; peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

informasi publik dengan memgpurhiatingt aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

Kesamaan Hak adalah tidak diszrimmmatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 2gama,

golongan, gender dan status ekoncos maunun ikatan primordial lainnya;

Keseimbangan Hak dan Kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan publik harus

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB VI
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

Pasal o

{1)  Struktur Organisasi Pejabat Pengelola informas Dan Dokumeﬁtés'\ Daerah Pemerintah Kota
terdlri darl : . L \
3. Pembina
b. . Atasan PPID PEMKOT
c. TPID PEMKOT
d. PPID PEMKOT
e. PFPID PEMKOT :
f.  Atasan PPiD SKPD
g. PPIDSKPD
h.  PFPID SKPD

(2)

Bagan Struktur Organisasi Pejobat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah Pemerintah

Kota tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini.

TIM PERTIMBANGAN INFORMASI OAERAH PEMERINTAH KOTA (TPID PEMKOT)

‘Pasal 7

(1) TPID PEMKOT secara umumn berfungsi untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapl

oleh PPID PEMKOT dan PPID SKPD.

-4



{2) 7015 PENMYCT terdini dart ‘ .
4
rsoektur ¥ota,
b.  Asisten Bidang Pemeruiiny o Sairatans ot
¢ Asisten Bidang Perekancmuss dan Pembangunan Sekretaris Kota;
& Asisten Brdamg Keseiator Aahyat Sokrotars ©iota;
o Asisten Bidang Administras: g Kota

3) TPID PEMKOT mempunya: L

&

o

Membahas dan mencis~an asifikast enis informasi publik yang wajib disediakan
secara berkala, serta-raera dan setiap saat, serta jenis ‘nformasi yang dikecualikan;
Membahas, menyelesamkan, dan memutuskan masalah pengaduan keberatan dan
sengketa informasi, herkoordinas dengan PPID PEMKOT dan Atasan PPID SKPD;
Pengambilan keputusan terhadap sengkets informasi;

Menyempurnakan hoi-hal yang belum diatur dalam peraturan ini.

PEJABAT PENGELOLA INFORMA LT DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA (PPID PEMKOT)

‘Pasal 8

(1) Kriteria PPID PEMKOT

a.

b

PPID PEMKOT merupakan pejnbat struktural vang ditunjuk untuk melaksanakan tugas

dan fungsi pengeloiasn dar relayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota;

PPID PEMKOT harus mernitix: kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengaolahan
Secallols S L

data, pelayanan informnsi ¢an kehumasan,
— W

dan Fungsi PPID PEMKXOT

Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;

Pelayanan informasi sesun: dunpgan kelentuon dan peraturan yang berlaku;
Pelayanan Informasi Publik yanpg cepat, trpat dan sederhana melaluj website PPID Kota
Bandar Lampung; i

Penetapan prosedur operasicnal penyebarluasan Informasi Publik;

Penetapan Informasi yang Dixecualikan yang telah habis Jangka Waktu

Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;

Penetapan pertimbangan teriuhs atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhl
—_—

hak setiap orang atas Inforinasi Publik;

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan
gl penid e G Al o,

informasi, pengklasifikasiar informasi, pendokumentasian Informasi d. A pelayanan
‘e rido K

e

informasi dari PP1D SKPD.

Mengolah dan mengkiasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis
gt i

berdasarkan tugas pokek dan fungsi organisasi serta kategori informasi;

Melaksanakan advokasi ppengeduan dan penyelesaian sengketa informasl publik.
=it

Dalam melaksanakan tuasnva P10 Utama dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola

informasi dan Dokumentss’

prnerintsh Kota Bandar Lampung (PFPID PEMKOT).

-



Lempung 35214;

5. PRID PEMKQT dijaba

¢, Atasan PPID PEMKG™ azian Sak

¢ Penunjukan PRIC dar oiwwiur crganisasinya ditetapkan melalui Keputusan VWalikoto.

*PEJABAT FUNGSIONAL PENGELULA INFORMASI DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA
{(PFRID PEMKOT)

Pasal 9

(1) Kriteria PFPID PEMKOT

a. PRRID PEMKOT merupcs o oeiahatl fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID

PEMKOT,;

b. PFPID PEMKOT memiliki hernsetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumen serta

nelaksanaan pelayanan inicrinast pubdlik;

¢ PFRPID PEMKOT terciri :cang Administras: dan

Umum, Pengelolaan Informasi,

Dokumentasi dan Arsin. Poisvanezr informasi dan Sengketa Informasi.

- (2) Tugas dan Fungsi PFPID PEMKOT tidang Administrasi dan Umum, vaitu

a.  Melaksanakan koordinas: neryusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b, Melaksanakan koordinasi penye enggaraan tugas masing-masing bidang;

Cc. -Melaksariakan adminisis

s: pefavanan informasi dan dokumentasi;

d.  Melaksanakan monitGring. ceaaasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan

dokumentasi;

(3} Tupas dan Fungsi PFPID PEMED T Bidang Pengelolaan Informasi, yaitu

a. Melaksanakan konsuitas: Kiasiiinasi informasi pubiik kepada TPID PEMKOT dan PPID SKPD:
i )
b inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

¢ Perumusaninformas: yang ikan;

,

d. Perumusan informasi yang dinecuaiikan yang telah habis jangka waktu pengecuallannya;
¢ Penvusunan pertimbanzar tartulis atas scetiap kebijakan dalam rangka memenuhj

permohonan informas.

(4) Tugas dan Fungsi PFPID Pi;

AT 8
e :

‘o Dokumentasi dan Arsip, vaitu :

e

a.  Melaksanakan koordinasi dengan PPID SKPD terkait dalam rangka pengumpulan data dan

informasi sebagal bahan untuw. wablikasi;

b. Mengumpulkan, mengclah dan menyajikan da:a Informas! untuk diserahkan kepada

bidang pelayanan infcrmasi, spabila ada permohonan informasi publik;

" ¢ Melakukan penyimpanzn sertz pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;

d. Melaksanakan inventaricasi/pengelompokan dokomentasi dari PPID SKPD terkait;




} (S) Tugas dan Fungsi PEPID BELAZT e
! 2 Melaksanakan peiay % informasi dan dokumentasi;
N b. Menyediakan informaz <nn dovumentast kepaoa pemohcan informasi pubiik dgalam
rangka pelavanan mas, )
= o Melakukan L‘gord:ngzz Sern paang terkn datam pelavanan informasi publin
(6} Tugas dan Fungsi PFPID PERIKNC T 7 dang Penveies '.’:’-engketa informast, yaitu:
a2 Melaksanakan advokasi car pendamecingan nhukum  dalam  penyelesaian sengketa
s+ informasi publik,
b Melaksanakan koordinasi dengan PPiL SKPD, TPID PEMKOT dan instansi terkait fainnya
dalam rangka penanganan senyeiesaian sengketa;
() Melaksar;akan verifixas:, ‘laparan dan rekomendasi atas pengaduwsn atau sengketa
informasi;
d.  Menyusun pertimbangan ¢ usam terkait rencana penolakan memberikan informasi publik
- yang tidak sesuai dengarn ~ztgntuan peraturan nerundang-undangan;
c. Menyusun pertimbangan tukum atas keberatan yang disampaika;n pemohon dan/atau
- pengguna informasi.
(7) Kedudukan dan Penunjukas: BFHiD BERKOT
p g A PFPID PEMKOT berkedusiukan ¢ Kantor Dinas Xomunikasi dan Informatika Kota;
n o PFPID PEMKOT ditetapkan mnialul Keputusan Walikota.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI POKUMENTASI SATUAN KERJA

DI LINGKUNMGAN PEMERINTAH KOTA (PPID SKPD)
Pasal 10

(1) Kriteria PPID SKPD

a. PPID SKPD merupakan r,wwoar sTruxtural

vang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan
i

fungsi pengelolaan dan peinyanan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja perangkat

Daerah;

b. PPID SKPO harus memiliki rompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengolahan data,

pelayanan informasi, das nebmacsan,

(2) Tugas dan Fungsi PPID SKPE

a. Penyediéan, penyimpanar gencokumentasian dan pengamanan informasi;
b. Pelayananinformasi sesuai derpan ketentuan dan peraturan yang berlaky;
c. Pelayanan Informagsi Publit yang cepat, tépat dan sederhana melalui Website masing-
masing SKPD;
. V,_d _enetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengocuallannya
sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
>, Penetapan pertimbangan tzrtulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhl hak

setiap orang atas Iniormasi Publx;

viohn,

-



i Fo e bty POAD BEAMKGT s ln~ eedbinl menk B TRt dan kewenangannya,
g. . Menyampaikan informac ¢ur lLenantas eapada PPID PEMKOT secara berkala dan sesuai
% kebutuhan; ~
h  Acmbuat, mengumpulkan, £ o anminann e renas. dan dokumentasi untuk IL:tabutuhan‘
organisasi unit kerjan'/a;'
i, Mengkonsultasikan informes. caig) cisecuatiken Repada PPIO PEMKCT dan TPID PEMKOT,;
j. Dalam melaksanakan J:.’c‘ 55D SKPD dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola
eiformasi dan Dokumentasi di Masing-masing irgkup SKPO (PFPAID SKPO).
(3) Kedudukan dan Penunjukan PRI SRPD
2. PPID SKPD berkedudukan ¢ using-rasing Kantar Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kota;
_‘b, PPID SKPD dijabat oleh Sorinar:s igdan/Cinas/Kantor/Kecamatan, Kepala Bagian Humas
DPeD Kota, Kepala Sub Bagiann Umum dan Kepegavsaian Kantor di lingkup Pemerintah Kota;
c. Atasan PPID SKPD adalah Kepa:d fadan/Dinas/Kantor/Camat di lingkup Pemerintah Kota;
d. Penunjukan PPID SKPO den sirukiur organisasinya ditetapkan melalui Surat Keputusan
) ) Walikota;
e. Bagan Struktur Organisasi PRIC SKPD tercantum dalam Lampiran [l Peraturan Walikota ini.
2 : PEJABAT FUNGSIONAL PeNGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA (PFPID SKPD)
. Pasal 11
(1) Kriteria PFPID SKPD y
a. PFPID SKPD merupakan pejebat fungsional yang ditunjuk untuk membar.;tu PPID;
b. PFPID SKPD memiliki komorrensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumen serta
pelaksanaan pelayanan informasi sublik;
c. PFPID SKPD terdiri dan p:anaiaa komputer, pranata humas, pranatd dokumentasi dan
arsiparis serta mengerti tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja.
" (2) Tugas PFPID SKPD adalah membantu PPID SKPD dalam pengelolaan informasi dan dokumen di
. lingkungan Kementerian Komunikas. ¢an Informatika, meliputi:

a. Pengidenufikasian dan pen

A

anputan data dan informasi dari selurun unit kerja di

. ' " - . .y ﬁ
lingkungan Kementerian Xomunikasi Dan Informatika;

pengolahan, penat.an, dan penyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh

unit kerja di lingkungan Kemaiterian Komunikasi Dan Informatika;

- c. Penveleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecuallan
dari informasi yang dibuxa vituk publik;
- d. Bekerja sama dengan pejabit pafja pr\it pemilik informasi untuk melakukan.penguj&ian guna
% ’ menentukan aksesihilitas atas suatu informasi.
47
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L 4
:kan dan Penunjukan B2 0 Cann :
% r 4
a. PRPID SKPO berveduduy: LT Aramasing-macing
b. PEBID SKPD diusulkar goi mincn s =5 abat b
¢ PIPID SKPD ditctapkarn -« ©Atacan PPID SKPD:
¢ _ntuk membaty ke in efermasi df masing-masing satuan kerja, setiap
PR K@M minimsT s o oahal funpsiona! pranata komputer, pranata hSumas,
sranata dokumens i B8 A
. BAG Vi

A DAN KEWAJIBAN
Bagion Pertama
HAH P ErA0rON INFORMAST PUBLIK
Pasal 12
{1) Setiap Orang berhak mempercizh informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Kéterbukaan Informasi Pubiix

(2) Setiap Orang berhak
a. Melihat dan mengetahus infor nac Sublik;

b Menghadiri pertemuan ot vang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi

Publik;
€. Mendapatkan salinan inicrmasi Fublik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publix:

d. Menyebarluaskan Informasi Pusiik sesua dengan kaidah peraturan perundang-undangan

~vang berlaku ’

(3) Setiap Pemohon informas: puiy bertak mengajikan permintaan Informasi Publik disertai alas an

permintaan tersebut.

{4) Sctiap Pemohon Informasi Publix terhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

i
apabila dalam memperoleh 1 formasi Publix mendapat hambatan atay kegagalan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan informasi Publik.

Pasal 13 <
KEWAJIBAr! PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

(1) Pengguna Informasi Publix wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

(2) Pengguna Informasi Publik wajiy mencantumkan sumber dari mana ia merperoleh Informasi

Publik, baik yang digunakar :atok kenentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesual

dengan ketentuan peraturan perundzng-undangan yang berlaku,

-q1-
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< (7} Xewaiiban Pemerintah Kota yaey corkoilan dengan keessipan dan pendokumertasian Informasi
X p p r 4
- Puntiv ditaksanakan berdasarvna o Loreluran perundeng-uncangan,
) BAB-VII
TATA KERJA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2 ' Pasal 16

(1) Secara berkala ataupun setiarn szat apabila diperlukan dapa? mengadakan rapeat baik vang
bersifat pleno maupun terbatzs Joam rangka merurnuskan suatu kebijakan yang berkaitan
dfngan tugas dan kewenangan T DIMKOT dan PRID SKPY;

{2} Dapat mengundang pihak ia:n vany berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh
tambahan data/informas: Gari/Jau riasukan yang diperiukan;

(3) ODaiam pelaksanaan tugasnya i b D7 wapb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik di lingkungan zeicmpek kerjanya maupun dengan PPID SKPD;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya “P0 Pemkot dan PPID SKPD bertanggungjawab dan melaporkan

# kepada Walikota melalui Serrctans Bacrah Kota Bandar Lampung.
BAB IX
MEKAMISPAE PENGUMPULAN, PENGKLAFIKASIAN,
&
DAN PEMDOKUMENTASIAN INFORMASI
Bagian Pertama
: PENGUMPULAN INFORMASI
Pasal 1-3
- ‘ %

(1) Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan
akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja;

(2) informasi yang dikumpuikan adalah informasi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing satuan koriag

. nformasi yang dikumputkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arslp statis maupun

(3) Inf dik tkan d b ber d jabat d baik Ip stat p
dinamis;

(4) Pejabat yang memberikan informasi merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas pokeck dan ‘ungsi di Saruan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamls
merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerin
bersangkutan;

(5) Penyediaan informasi dilaksanzkan dengan memperhatikan tahapan sebagal berikut :

3. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja masing-masing;
. D. . Mendata kegiatan vang dilzxsznakan oleh Satuan Kerja masing-masing;
' ¢.  Mendata informasi dan dokumon vang dihasitkan;
o

d. Membuat daftar jenis-jenic «xfermasi dan dokumen;

-



N

o,  Diagram alur pengumyor forpasi antare P210 PEMKOT dan PPID SYPD tercantum dai
4

s
e

[a%]

(3)

(1)

Klastikasiinformasi Putiin = oa

Lampiran iii Peraturc: o - i

Bagian Kedua
DEMGILASIFIKASIAN INFORMAS

Pasal 18

a. nformasiyang walinc cisedhia<an dan

Q

Lumumkan secara berkala;

ol

informasi yang wapnt ¢

) JELara serte meria;

(&)

informasi yang wajib torueiis setiag saay;

d. informasiyang dikecu:

Bagian Ketiga
PENDOYUMENTASIAN INFORMASI

Pasal 19

‘Pondokumentasian infarmac craranakan kegiatan peonyimpanan data dan informasi, catatan
dan/atau keterangan yany sibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja guna membantu PPID
PEMKOQOT dan PPID SKPD. .
Pendokumentasian informast dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bidang kearsipan dan porsiuien @i bidang tats naskah persuratan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Kota.
Tahapan dalam pendokumc ian informasi terdiri dari .
3. Deskr;psi Informasi urituk snembuat riné'xasarx bagi masing-masing jenis informasi di setiap
satuan kerja; v v
b. Verifikasi Informasi sesuai dengan tiap jenis kegiatan di setiap satuan kerja;
c.  Otentikasi Informas: vanp dhakukan untuk menjamin informasi melalui validasi informasi
oleh setiap satuan koo,
d. Kodefikasi lnformési rituk rv‘wempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan sesuai
dengan metode pengkcdean yang ditentukan setiap.satuan kerja;
e. Penataan dan penyimpanen informasi.
BAB X
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Baglan Pertama
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
Pasal 20
Pemerintah Kota melalui PPID 2ErKQOT wajib mengumumkan Informasi Publik secara\berkala

yang meliputi:

a. . Informasi yang berkaitan dengan profil Pemerintah Kota seperti kedudukan atau domisili
beserta alamat lengkap. visi dan misi Pemerintah Kota;

b. Informasi mengenai kegiaten dar kinerja Satuan Kerja, seperti  Struktur organlsasi,

-



(1)

(2)

(3) Standar -pengumuman informas

cambaran umum setiap 52

€. informasi mengenati lageras
d. informasi lain yang diatur Gasa
&

Kevinjiban memberivan dan o

rmass 2ubih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) «:dakukan paling singkat @& {=nomn bulan sexall can nenvebariuasannya disampaikan dengan

cara +ang mudah dijangkau oien oan saniot dan daiam hahasa vang mudah dipahami.

s
tagian Kedua
INFORMASI YANG WAL CIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA
Pasal 21
Pemerintah Kota melalui PPiG PEAKOT dan/atau pihak berkompeten yang ditunjuk wajib

mengumurﬁkan secara serta mdafs suate informasi yang dapat mengancam hajat hidup crarg

banyak dan ketertiban umum disam

. dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat

dan dalam bahasa yang mudah digahaim:

informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Informasl tentang bencanz alam seperti kekeringan, kebakarar hutan karena

faktor alam, hama penyakit tanzman, epidemik, wabah, kejadian - luar biasa,

kejadian antariksa atau benda-benda angkasa:

b. !nformasi tentang keadaar tencana  non-alam  seperti kegagalan industri atau

teknologi, dampak industri ‘icakan  nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan

keantariksaan,

c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar

komunitas masyarakat dar (oror;

d. Informasi tentang jenis. poersesaran dan  daerah  yang menjadi sumber penyakit

yang berpotensi menular; s
e. Informasi tentang racur. upads bahan makanan vang dikonsumsi oleh masyarakat;
dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

sekagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi
a. Potensi bahaya dan/atau beseran dampak yang dapat ditmbulkan;

b. Pihak-pihak C‘yang berpotensi  terkena dampak baik masyarakat umum maupun

pegawai badan publik yung manerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik

tersebut;
a. ~Prosedur dan tempat evakuas: apatila keadaan darurat terjadi;
h. Cara menghindari bahaya dan/aiau dampak yang ditimbuikan;

¢ Cara mendapatkan bantuan < pihek yang berwenang;

-



(1)

(2)

d. Pihak-pihak  yang weis  UonpurTum ke /ang  dapat mengancom nalat
r
nUgup orang banyax Gan melor Lin urium
€. Talacara pengumuman infn: i i
f. Upaya-upaya vyang diignaxs: oioh Hadan pubitk danfatau  phak-pthak  vang

! 3
nerwenang dalam menang

angs honaya danfatnue denpak yang ditimbulkan,

INFORMAS YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
Pzsal 22

Permerintah Kota mefalui PRI 20 40( 7 wwajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang
meliputi

3. Daftar seluruh Informasi ulb

vang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk

informasi yang dikecualikan-
b. Hasil keputusan Pemerintah rGla dan pertimbangannya;
¢. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah
Kota;
e. Perjanjian Pemerintah Kota dengan pihak ketiga;
informasi dan kebijakan yang disermpaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka

untuk umum;

Prosedur kerja pegawai Pemer ~izh Kota vang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
dan/atau

h. Laporan mengenai pelayanan a<ses informasi Publik.

Informasi Publik yang telah dimyatzhan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanlsme
keberatan dan/atau penyelesaian cenp<etd informasi dinyatakan

sebagai Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pengguna infcrinasi Fublik

i BAB X!
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Pasal 23

Pemerintah Kota wajib membuka akses hagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan

Informasi Publik, kecuali :

a.

Informasi Publik vang apabilz ¢ibuxs oan diberikan dapat menghambat proses penegakan

hukum;

Informasi  Publik “yang apaniiz «ibube  dan  diberikan dapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intei

tvai dan perlindungan dari persaingan usaha tidak schat;

informasi Publik yang apabila dituka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan

keamanan Negara;

Informasi Publik yang apabiia

. dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alcm

Indonesie;

-1AR .
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14

(2)

(3)

conerivaa dapat rmerugikan ketahanan ekoncm
.
nasicna r3
- ; . ot - 4 v Ya gl r s Ty v
Infarmast Publik yang apabne oL on un ouer v an ranosepentingan huoungean ual

negeri;

i

Informasi Sublix yang goasite o <i‘akta otentik yang bersifat pribaci

dan kemauan terakhir ataupis

] on B Ve Ll TIVC G

Informasi Publik yvang apabila diznn inr

sat mengungkap rahasia pribadi;

Memorandum atau surat-sural

atau intra Badan Publik, yang menurut
sifat’nya dirahasiakan;

informas: yang tidak boleh diungrus-an nercasarkan Undang-Undang.
Pasal 24

TPID PEMKOT bersama PPIO F

dan P20 SKPD terkait wajib melakukan pengujian

konsekuensi terlebih dahuiu seheiv meayatakan suatu informasi publik dikecualikan.

Dalam melakukan pergujiarr  seiugaimans  dimaksud  pada  ayat (1), wajib untuk
menyebutkan ketentuan peratuan scrundang-undangan yang secara tegas dan jelas menyatakan

suatu informasi wajib dirahasiakan.

.Pengkiasifikasian infermasi yang dikecualikan, ditetapkan dalam bentuk surat penetapan

klasifikasi yang memuat :

a. Jenis klasifikasi yang dikecunikan;
b. Identitas pejabat PPID yang menctapkan: ,
C. Badan Publik, termasuk un:t zeria pejabat yang menetapkan: . :
d. Jangka waktu pengecualiarn;
e. Alasan pengecualian;
f. Tempat dan tanggal penatapan
3

Pasal 25

PPID PEMKOT dan/atau PPID SKPD dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi

yang dikecualikan dalam suatu saiinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada
publik.

PPID PEMKOT dan/atau PPIC 5+P{: tidzk dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi

_dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecuallkan akses puolik

terhadap keseluruhan salinan inforas: cublik.

Dalam hal dilakukan penghitaman 2ta pengeburan informasi, PPID PCMKOT dan/atau PPID

SKPD wajib memberikan alasar dan rmaterinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau

dikaburkan.

47 -
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K : BAB Xl .
<, TALDAR LAY ANAN INFORMASEPUBLIK 4

Pasal 26

s v § s s

cranonEzoiovanan informast Publik melaltui

b Media tiekironik;

¢. Media Luar Ruang;
d. fedia Online melalui Wena s Homernintan Kota/PPID PEMKOT/PPID SKPD;

e. Khusus PPID PEMKOT metaiL. La

(2) PPID PEMKOT dan PPID SKP{ —irinh

man petayanan informasi Publik sesuai dengan ketentuan

yarg beriaku dan akan diatur dainss Sernturan Wahkota ini
) Pasal 27
(1) PPID PEMKOT dan PPID SKPD wajib menyusun Daftar Informasi Publik sesuai format yang
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
{2) PPID PEMKOT wajib mencatat data permohonan informasi sesuai format Format Formulir

& Permohonan informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

: (3) PPID PEMKOT wajib mencatat semua cermohonan permintaan informasi publik ke dalam buku
Register Permohonan Informasi Publik sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Walikota ini,

(4) PPID PEMKOT wajib memberikan jawaban terhadap permohonan permintaar informasi publik
kepada pernohon informasi sesuai format Pemberitahuan Tertulis yang tercantum dalam
Lampiran Vil Peraturan Walikota ini. )

: (5) PPID PEMKOT wajib memberikan jawaban Tertulis terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai
format Surat Keputusan PPID Testzng Penolakan Permohonan Informasi yang tercantum dalam
Lampiran VIll Peraturan Waliksta in’.

Pasal 28

Dalam mel'aksanakan Layanan Inforrasi Sublik, PPID PEMKOT dan PPID SKPD mengacu kepéda

ketentuan yang dipergunakan sebaps: Ztandar Frosedur Cpearasional.

(1) Pelayanan inforrnasi oleh P2 VEFARCT melalu Lavanan Langsung terdiri dari Front Office dan

#Back Office -

= 3. - Front Office PPID PEIMK T wurdiri dari frontdesk PPID, Coll Center, SMS Center, Online,

Faksimili dan Media Display !n‘crmasi:



[P

. ; » e ESHRE R - S b H _ kg
5. lack Office PPID PEMYD st cdan bulang nengumpulan informasi, pengkla

i
.

irformasi, pendokumerian - fareasi dan penvelesaian sengketa infermasi,

(2} Wiaets memberikan fayanan infocrans nubliv ‘anpsung kepada pemchon informasi pada PPID
PEMKOT dilaksanakan selama ot —onin yaity
& ~ ~ Y -~ [y
Senin s/d Kamis 0Y.00 - 14.50 WIB
Istirahat : 12.00~-13.00 WIB
¢ Jum’at : 04.00~14.00 WIB
*" stirahat ; 11.00 ~ 13.00 WiB
Pasal 29

oy

PPID PEMKOT wajib membenkan awooan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10

{sepuluh) hari kerja setelah permchonan permintaan informasi diterima.

(2)  Dalam hal PPID PEMKOT belurn manpuasai informasi publik yang diminta dan/atau belum dapat
memutuskan apakah informasi yarez dimchon termasuk informasi vang dikecualikan, maka PPID
PEMKOT dapat meminta perpanjangan waktu disertai pemberitahuan tertulis selama 7 (tujuh)

hari kerja dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 30

(1) PPID PEMKOT dan PPID SKPD depat mengenckan biaya kepada Pemohon Informasi untuk

mendapatkan salinan informasi vang diminta dengha besaran biaya yang berdasarkan kepada

standar biaya yang berlaku.

{2) Pembayaran biaya perolehan iniarmas; publik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat

dilakukan secara langsung kepaca #9.0 PEMKQOT atau rekening resmi Dinas Komunikasi dan

Informatika. 3

(3) Dalam hal pembavyaran fangsung PPID PEMKOT wajib memberikan tanda bukti pembayaran
penerimaan pembayaran biaya peratehan salinan informasi secara terinci kepada pemohon
yang sah.

BAB Xl
JENGELOLAAN KEBERATAN

Pasal 31

(1) Pemohon dapat mengajukan keboratan daiam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :

a. Informasi yang diterima tidak scsuni dengan permintaan informasi vang dimohonkan:

'

b. Tidak terpenuhinya permohonan info-masi publik;

¢. Permohonan permintaan informaci tidak ditansgapi.

-19.
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(1)

(3)

{2)

(1)

. Prosues

h »
: ; : i s i - Y 3 oy v - fos . SR
Pormananan Keheratan digicns nana tortubis knnnds Atacan PP DEAKCT dan/atan ctasan
F 4

PRIT S¥PD melalui PPID PEIAMLT wnrinnou PPID S¥PT o

L sl S il

Sormat Pernyataan Keboralan Alas

Permohnconan informasi yang teroaniur s

weae X Peraturan Walikota ink

Pemaohaon infarmas #apat cmamingra s o

diterauran alasan keberatan paling

r

lambat 20 (tiga puluh) hari setelsr e aban 3ty permohenan informasi diterima.

PPID PEMKOT dan/atau PPID 5r

mencatatl nermohonan keberatan tersebut ke datam Buku

Register Keberatan sesuai format yar: tercantum pada Lampiran X Peraturan Waiikota ini.
»

S e

Pasal 32

Atasan PPID PEMKOT dan/atau atasan PPID SXPD memberikan tanggapan terhadap permohonan

keberatan paling lambat 30 (tiga puian) nari setelah Permohonan Keberatan diterima.

TPID PEMKOT bersama PP-:D

CNT

<OT Atasan PPiD SKPD dan PPID SKPD terkait membahas

tanggapan atas keberatan vyonp dizivkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Permohonan

Keberatan diterima.

Dalam hal hasil tanggapan yany diberikan tidak memuaskan pemohon informasi, maka pemohon
28 %

informasi dapat menga ukan sengeeta informasr kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung

den/atau Komisi informasi Kota itandar Lampung untuk dilakukan mediasi dan/atau ajudikasi

nonlitigasi.
; BAB XI\> .
PENYELESAILN SENGKETA INFORMASI
Pasal 33
Upaya penyelesman Sengkera o man

Pubbi dinjukan dalam waktu paling lambat 14 {empat

beiay tar kerps otelah ditesine s Lanpgapan tertulis deri atasan PPID PEMKOT dan/atau PPID

SKi

Ko Informas Y rovinst Lone g s/

siata

tau Komus Informasi Kota harus mulai mengupayakan
penyelesaian Seapketa Informeas Tubhk melaiut Mediast dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling
lambat 14 (empat belas) nharn ez setelah nwnc%rima permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publi

penyelesaan senphele cusstimanag dimaksud pada ayat (2) paling tambat dapat

disetesatkan dalam waktu 100 {<cratus. hari kerja.

Pasal 34

Apabila salah satu atau para nihak ¢ang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima
putusan Ajudikast dari Kormig:

renasi paling fambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

-0 <

-
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[ ]
(7] Permehonan Keheoratgn Ginswas 90nnen 0Tyt vanath
EPID LEPTD melatus PRID PEN vy el AP

Permgohonan informasi yang wo o

137 Pemaohcn informast #apal tnifapr i RRGErRan 8

moditermuaran alasan keberatan paling

lambat 30 (tiga puluh) har saieia waban atas permohenan informasi diterimea.

14y PPID PEMKOT dan/atau PPID Snvil

W nge

ncatat nermchonan keberatan tersebut ke datam Buky

Register Keberatan sesudi format wang Wrcanium | ads Lampiran % Peraturan Walikota ini.
[ A .

Pasal 32

(1) Atasan PPID PEMKOT dan/atau atasan PRID SKPT memberikan tanggapan terhadap permohonan

keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan Keberatan diterima.

(2) TPID PEMKOT bersama PPID PErMXOT. Atasan PPID SKPD dan PPID SKPD terkait membahas

tanggapan atas keberatan vang diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Permohonan

Keberatan diterima.

(3) Oaiam nat hasil tanggapan yang cibainea tidak memuaskan pemohon informasi, maka pemohon

informast dapat mengajukan seng<eta informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung

dzn/atau Komisi Informasi Keta baandar Lampung untuk dilakukan mediasi dan/atau ajudikasi

nonlitigasi.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 33

(1)

Upaya penyelesman Sengkeia nformiast Publik disjukon dalam waktu paling lambat 14 {empat

belas) hari kerja wetelah diterimanyh tanggapan tertulis dari atasan PPID PEMKOT dan/atau PPID

SKii:

(2) Koo Informase VYreovinst Larosgng dan/atae Komist Informasi Kota harus mulai mengupavakan
penyelesaian Seapketa Informas: Tublik melaiun Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling

lambat 14 {empia: belas) =0 +eoa setelah Menerima permohonan penyelesaian Sengketa

informast Publik

{3). Prosas penyelesaian sengkota sebagmmana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dapat

discicsaikan dalam waktu 1/

Pasal 34

Apabila salah satu atau para miask ¢ang bersengketla secara tertulis menyatakan tidak menerima
putusan Ajudikas: dari Ko

o
>

i 'miormasi paling lambat 14 (ermpat belas) hari kerjo sctelah

= 90

-



A diterimarya putusan ‘tersebur v ouon nomaw ootanul pengziuan gupan
Pengadiian Tata Usaha MNegara
{2) Sepanjang menyangkut informnc c <in-pdoxcrmegt informasi dan di pengadilan

&
bersifat tertutun.

LR

Pihak vyang tidak menerima putusar dan tatausohe nepara atsu pengadilan negeri dapat
Wi .

nﬂengajukan kasasi kepada Mahkamar ~Ag.

siing tarmbat dalam waktu 14 {empat belas) han sejak

diterimanya putusan pengadilan tata s

r

Taditara
AP, U G

BAB XV
LAPORAN

Pasal 36

(1) PPID PEMKOT dan PPID SKPD setizz tehun menyediakan laporan pelayenan informasi publik,

paling lambat 3 (tiga) bulan setelan tahun pelaksanaan anggaran berakhir;

(2) Rincianlaporan pengelolaan infcrmas: dan dokumentasi publik pada masing masing satuan kerja
‘ meliputs -
: a. Jumlah pemohcnan informas: publik;
b.  waktu yang diperlukan samenuhan setiap permohonan informasi publik dengan
ki:cifikasi tertentu: |
& c. turmnlah permohonan informas . publix yvang dik;)i"nuii-.:an baik sebagai atau geluruhnya;
d.  jwmlah permohonan informas puniik vang ditolak beserta alas.armyﬂa.
i) Rincian penyelesani sengket aicsangs: sublik menputs
a. fiinlah keboeratan yang cheran, |
b, tangpapan atas keberatan yang Hinerikan dan pelaksanaarnya oleh satuan kerja;
i . uwmlah pemobaon penyelesaian sengketa ke kemisi informesi yang diperlukan;
d. Hawml mediass dan atau keputusen ajudikasi komisi informasi yang berwenang dan
i pelaksanaannya oleh saluan kore,;
€. Jumlah gugatan yang diajukar =e pengadilan; dan
f.  Hasil putusan ar?..nrz,adilaﬁ aan pziaksanaannya ofeh satuan kerja.
(4 Laporan pelayanan informas: puiti:x disampaikan kepada atasan PPID PEMKQOT dan atasan PPID
" SKPD serta ditembuskan kepada i tnformast Provinsi Lampung dan/atau Komisi Informasi

Kota paling lambat 30 (tiga puluhi nar katender setelah laporan pelayanan publik dibuat.

« 21 =
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(2)

BAB XVI i

VELTENTUAN PERALIHAN

mes t dulam proses  pelayanan  pada saat

Porrmanonan rickimoy ; 4

Paratoran i :‘:w-\;!m‘ G s drinerineuran “etentuan sebagaimana diatur
-datam peraturan perundang- il oo Lo Ruosenelimnya.

Sengketa informas:  pubis cow terjedt sebelum Peraturan ini mutai berlakuy,
digerickukan  ketentuan  oouiononan. oaale ddla peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebelurminya,

BAB XVl
PENUTUP

Pasal 38

Dengan atetapkan Feraturar vs woip o maks Peraturan yang mengatur materi yang sama dan

bertentangan dengan Peraturan o atakan Ldak beriake fagi.

Feraturan Walikota in: muz  seriaky sejak ranggal diundangkan, agar setiap orang

mengeilahuinya, memerintahikar sonnoadangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

datem berta Dacoah Xota Baneia Lo sang
!

Ditelapkan di Bandar Lampung
padalanggal 16 Apwil 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

/]
HERMAN/H

Diundangkan di Bandar Lampurg
padaianggal 17 .+ il 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMFUNG TAHUN 2013 NOMOR ED Nomomy 2 . 32

- 22 .
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OO -%32  TaMn 2014

{1 - WEPHTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

TENGGAL - .16 &april 2017

‘\ ATASAN PPID SKPD

|

r PPID SKPD
|

) FUNGSIONAL PID SKPD

iy,

|

]

PRANATA
KOMPUTER

PRANATA PRANATA
HUMAS DOK. & ARSIP

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

HERMAW

|
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LRMBIRAN T KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
HOMOR - 22 Tohun 2017 .
TANGGAL 16 Amril 2013

4

ALUR MEKAHISME PENGUMPULAN INFORMASH

PPID PEMKOT

o
d e I
ot
| g
PPID SEKRETARIAT
PPID PPRID KANTOR

DPRD KOTA i

KECAMATAN

‘ Penjelasan Alur Mekanisme PPID PEMKOT -

~Alurinformasi sebagaimana digambarkar 4alam bagan tersebut dialas, menunjukkan bahwa :

1

~

5 L

el

Seliap informasi di lingkungan masing-masng Saluan Kpr,a rmerupakan tanggung jawab PPID SKPD:
Seliap informasi yang dikelola ole’s 31+ PEMKOT

£ --'"'mn salu kesaluan informasi yang diperoleh
dari PPID SKPD dibawahnya;

Seliap informasi publik di SKPD disampa.kan k2 PPID PEMKOT melalui Pusal Dalg;

Setiap informasi yang diterima oieh Pusal Dala dioish dan disediakan untuk kepenlingan pelayanan

informasti yang dilakukan oleh PPIC PEa‘A,‘../iO‘

"WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

HERMA
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PERL-URAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

LAMPIRAN IV
NOMOR ;32 Talim 2013
TANGGAL .16 Ail 2015
DAFTAR INFORMASI PU BLIK* .
] . Penanggungjawab Waktu dan tempat
) pejabat/Unit/Satker yang ggungl - g Format informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau
No. | Ringkasan isi Informasi : pembuatan atau penerbitan pembuatan . .
: menguasat . o : . yang tersadia Retensi Arsip
informasi Informasi

KETERANGAN:

*Eormat ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Ba
5 oleh publik serts mencakup uNsSuT-UASUT yang

yang harus tetap dapal diakse

an Publik dapat mengembangkan dalam format lain,

termuat dalam formatini

misalnya secara kornputerisasi .



=z .
»
<) e s O ——

PEMERINTAL
PPID PEMERINtS

Jalan D, 8isiie

CAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
HOMOR ;72 Tehun 2013
TARGGAL : 16 Amil 2012

P I

KOTA BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

Yo, 2 Fax/Teip 0721-260295
AMPUNG, 35214
rlarmmpungkota.go.id

e

S Ge— T

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

N = HP N el L s
No. Pendatuaran Q= el

Nama

Alsmat

Nomor Télcpon/EmaU

Rincian Informasi yang Dibutuhlkan

Tujuan Penggunaan Informasi

I
Cosan Memperolah Informasi**

Cara Mendapatkan Salinan Informnsi**

: Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pe

.

|

‘! L

H

i Keterangan :

: . Diist oleh petugas berdasarkan nomos
. Pilih saich satu dengan member: anda
a 3

; *** Coret yuny idak periu

i

!

{

1

Nama dan Tanda Tangan

i .|:_—_] Melihat/ mermbaca/mandengarkan/moencatat***

%[} Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
t.{_] Mengambil Langsung

2. [] Kurir

S.D Pos

<L|:_‘_—] Email

) Faksimili

wn

..................................................................

Pemohon Informasi

Nama dan Tanda Tangan

registrasi permoltonan informasi publik

Al

-
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G s e el

RAMRPIRAN VIL: PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 22 Qumn 2013
j e TANGORT, ¢ 16 by 20173
I PEMERINT 234 HOTA BANDAR LAMIPUNG |
o PPID PEMERINT AL KOTA BANDAR LAMPUNG ;
T Jalan Dr. Susile No. 2 Fax/Telp, 0721-260295

i A X LARPUNG, 33214
N ¥ } _ . :
== wra Hampungkota. 1o,id
= e
PEMBEI{TAN UAN TERTULIS
arkan permononan {nformasi pada tangpa: i tahun dengun nomor pendafiaran* oo Kami menyampaikan
Saudara/i:
b e T
e e
Deritahuan sebagai berikut: ]
aformasi Dapat Diberikan e N — ]
| Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan r‘}
—_— B Y *““‘“\\Nmé ;
[ i

Pcnguasaanln!’ormasi Publik+*

i
v (rermasuk rekaman), :

Penguasaan informasi Publik*+ o ] i
Hardcopy/salinan tertulis,

. |
: |
- T ‘ . Penvalinan T._Rp. - X ......ymlh lembaran) = Rp !

- !
Biaya yang dibutuhkan*» i+ Pengiriman i Rp : :

_\_\:\‘

.
Walktu penycdiaan |

Penjelasan pcnghitama.n/pcngabu?zt;:- Cras yz{ng dimohon**++ {tambahkan kertas bila perhu)

drmasi tidak dapat diberikan karena;~- i

vlnformasi Yang diminta belum dikuasa:

Informasi yang diminta beium didokunrentasikan
ediaan informasgj yang belum didokiinentasifan di

lakukan dalam Jangka wakty

SRS oL (mnggul/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuinentasi
(PPID)

an:
Diisi sesuai dengan nomor pendafiaran
Pilih saiah saty dengan member Landa
Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)
sesuai dengan standar biaya yang telan ditetapkan.
Jika ada penghitaman  informas; dalam  suaty dolcumen, maka diberikan g
penghitamannya. '

Diisi dengan keterangan waktu varg islae untuk menyediak

i
Wik

pada formulir permohonan.
(‘

asan

an informas;j yang diminta.
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5 LA™MPLRAN V111 1 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR J2 nuu:} 201}{

S B ) TANGGAL : 10 &mil’ 201

/’24\\,\ PEMERINT 1 2‘{(”3"[‘1’\ BANDAR LAMPUNG

i PPID PEMERINT A WOTA BANDAR LAMPUNG

Jalan Dr. ¢ ) 2 Fax/Telp, 0721-260295
- 71 * 352014
Wy w mnpun"xotn 2o, _

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
IRANGHAP DUA)
oo

mna

amat

0. Tclp/E—I’ZLliil

incian lnformasi ynng dimohon

‘ID memutuskan bahwa Inforrasi yang dimohon adalah :

[

INFORKASI YANG DIKECUALIKAN

:negeculian Informasi

an pada L) pasal 17 nurur UU KIP.*

l___] Pasad Undang-undang oo 2

thwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, mombuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsckuen
magarl bernkut - '

engan demikian menyataknn bahwn !

f
|
1[ PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

e ———— {Tempaty, . . (tanggal, bulan dan tahun)***)

na Pemohon Informasi kKeberatan aias penolakan ini maka Pemobon Informasi dapat mengniukan keharntan kepnda atnaan D IN
tmbut-lambarnyn 30 (tign puluh) hari kerja sejak menerima Sarat Kepuusan ind,

Pejabat Pengeloln Informasi dan Dolrumentasi
(PPID)

Nama & Tanda Tangan
clerangan
Diisi oleh petugeas berdasarkan o
Diisi olch PPID sesur dengan pen
Seastn denpan Pasal 17 huare!

L oo e ngecusthlon tnfr
Dt odely pretvgas secanoe depn

registrast permohonan tnformasi Publik.

euiien orda Pasal 17 hurufl a-i UU KIP,

4 oleh PPRID sesua denpan Pasal penpeculian dalam Undnng-Undang
rohon tersebut (sebutkun Pasal dan Undang-Uadungnyn

paumaona ciatur datan UL KEP

st bk iy pemmbenitnduian tertabs seby
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LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKQTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR oo 0c Talm 2§13
i . R %
e o et
TANGGAL R LSRR 3 4 L. S
BUKU REGISTRAS! KEBERATAN"®
: T -
—_— | *
. " . " . _ Hari dan TanggY! |
] Informasi Tujuan Alasan Pengajuan Keberzizn {Pasal 35 avat (1) _ !
: ) Nomor o B | Pemberian  [Nama can Jabatan)
Bzt Gghe aiamat Pekerjaar| yang |Penggunaan uu x° L PLEY : I
I Kon:ak o . . & d oy
¢ diminta ‘rformasi 3
: a* | b* ¢ | g i et
i i : -
= . e T . i ;
: L 1 i .
- [ 2 . 3 e St e ; t s
i ' ; | '
- B IO = : . | R | ;
.U.JW ngir
Weriang ta
n Nama femaonon Informast Publik yang mengajukan kebird
diisi tentang alame: lengkap dan j2las Pemohen Informast .
diisi teniang nomer kenirak (normier telepon/fsksin [telepen G B LS e R
s marpuntaan niormzsi berdasarkan ¢ . ol i . g
. o Tidek disediakannys informas berkala ) . »
.
. Tidak ditanggapinva permintaan infarmaci’ -
i ol
* Pengenaan biava vang tidak wajer
Penyamparan infermas yang meletih, angka waklu vang Cielr e -7 T atE 0o
ne-
== w Epe e diis dengan tanggapan Pemohon Informas: atas Kepulusan Atasan FFID




